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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Sebelum membahas mengenai hasil penelitian tentang Kekuatan 

Pembuktian Alat Bukti pada Kasus Penganiayaan Hakim (Studi Kasus Putusan No. 

1050/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst) yang dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat, yang merupakan instansi yang dituju Penulis, Penulis memaparkan 

terlebih dahulu posisi kasus ini. 

Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 

1050/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst telah dilakukan tindakan pidana dengan cara 

penyabetan yang membuat luka Hakim H. Sunarso  dan Duta Baskara  Perbuatan 

penyabetan ini dilakukan oleh Desrizal  yang berprofesi sebagai pengacara. 

Terdakwa Desrizal pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 15.30 

pada saat itu berada dalam ruang sidang R. Subekti II lantai III pada kantor 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang beralamat di Jl. Bungur Besar Raya No. 24-

26, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat atau 

pada suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang 

berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja telah menyebabkan luka 

saksi H. Sunarso dan Duta Baskara.  

Terdakwa pada saat itu duduk di kursi bersama dengan saksi Budi Rahmat 

Iskandar dan saksi Ekky Rizky Anugraha di meja Penggugat dalam ruang sidang 

Subekti II dalam rangka menghadiri sidang dengan agenda pembacaan putusan 

perkara Perdata No.223/Pdt/G/2018/PN.Jkt.Pst. yang dipimpin oleh saksi H. 
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Sunarso sebagai Hakim Ketua Majelis dan saksi Duta Baskara sebagai Hakim 

Anggota Majelis.  

Ketika sedang dibacakan putusan perkara perdata dari majelis hakim 

tersebut, karena tidak sesuai dengan harapan Terdakwa, kemudian Terdakwa 

melepaskan ikat pinggang yang dikenakannya, lalu ikat pinggang tersebut dilipat 

dan dipegang Terdakwa lalu Terdakwa berjalan cepat mendekati meja majelis 

hakim serta mendekati posisi arah duduknya saksi H. Sunarso, lalu dengan tali ikat 

pinggang yang dipegang pada tangan kanan Terdakwa itu langsung diayunkan 

sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan ke bagian kepala dan mengenai dahi kiri saksi 

H. Sunarso, kemudian setelah itu Terdakwa berjalan mendekati posisi duduk saksi 

Duta Baskara dan dengan tali ikat pinggang yang dipegang tangan kanan Terdakwa 

itu langsung diayunkan yang diarahkan ke bagian badan saksi Duta Baskara itu 

sebanyak 2 (dua) kali  tetapi oleh saksi Duta Baskara dapat  ditangkisnya dengan 

tangan kiri, kemudian Terdakwa oleh para pengunjung sidang dalam ruang sidang 

itu langsung diamankan dan dibawa keluar ruang sidang Subekti II tersebut. 

Selanjutnya saksi H. Sunarso dan saksi Duta Baskara melaporkannya ke petugas 

Polres Metropolitan Jakarta Pusat dan Terdakwa ditangkap guna pengusutan lebih 

lanjut karena akibat perbuatan terdakwa saksi H. Sunarso mengalami luka di bagian 

dahi kiri ukuran 4 x 2 cm akibat kekerasan benda tumpul dan sesuai Visum Et 

Repertum tanggal 19 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Chairul dokter pada 

RS. Hermina Kemayoran, sedangkan hasil pemeriksaan pada korban Duta Baskara 

ditemukan lukas memar di lengan kiri ukuran 1 x 1.5 cm akibat kekerasan benda 
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tumpul sebagaimana surat Visum Et Repertum tanggal 19 Juli 2019  yang sama juga 

ditandatangani oleh dr. Chairul dokter pada RS. Hermina Kemayoran. 

A. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti pada Kasus Penganiayaan Hakim 

(Studi Kasus Putusan No. 1050/Pid.B/2019/PN. Jkt. Pst) 

Berdasarkan uraian di atas maka Terdakwa didakwa melakukan 

tindakan pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana 

Pasal 351 ayat (1) KUHP dan secara alternative diancam pidana Pasal 212 

KUHP. Berikut hasil wawancara dengan Hakim Ketua Majelis H. Saifudin 

Zuhri, SH., M.Hum. 

“Seorang Hakim Majelis dalam memutus suatu perkara pidana 

berdasarkan dakwaan yang telah diajukan oleh Jasa Penuntut Umum 

(JPU) terutama pada kasus yang ini. Majelis diberi keleluasaan 

untuk memiliih salah satu diantara 2 (dua) Pasal 351 ayat (1) KUHP 

atau Pasal 212 KUHP hal ini harus dipertimbangkan, dan apabila 

salah satu dakwaan sudah terbukti, maka dakwaan yang lain tidak 

perlu dipertimbangkan”55. 

 

Pasal 351 ayat (1) KUHP menyatakan  

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua 

tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu 

lima ratus rupiah.” 

Pasal 212 KUHP menyatakan  

“Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan 

melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, 

atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas 

                                                           
55 Wawancara dengan Hakim Ketua Majelis H. Saifudin Zuhri, SH., M.Hum perkara putusan No. 

1050/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst pada Jumat, tanggal 10 April 2020 di Kantor Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat 
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permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam 

karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu 

tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima 

ratus rupiah.” 

Terkait kekuatan pembuktian, Hakim memeriksa beberapa alat bukti 

di persidangan yang dapat dirincikan sebagai berikut: 

1. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi  

Kekuatan Pembuktian Keterangan saksi yang intinya menerangkan 

sebagai berikut: 

a. Saksi ke-1 (HS) 

H.Sunarso adalah merupakan Hakim, saksi mengenal Terdakwa  

sejak tahun 2018 pada saat proses persidangan di Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat sebagai Pengacara/ Kuasa Hukum Penggugat dari 

Tomy Winata dengan Kuasa Hukum yaitu Terdakwa, Ekky Rizky 

Anugrah dan saksi Budi Rahmat Iskandar. 

Pada Hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 15.30 WIB 

di ruang sidang R. Subekti II lantai III pada kantor Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat beralamat di Jalan Bungur Besar Raya No. 24-

26, Kelurahan Gunung Sahari Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, 

telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 

Saksi dan Saksi Duta Baskara. 

Pada saat kejadian tersebut, Saksi sebagai Ketua Majelis yang 

memimpin jalannya sidang bersama dengan Saksi Duta Baskara dan 
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Saksi  Mochammad  Djoenaidie selaku  Hakim  Anggota,   serta  

saksi Fachri Bani Hamid sebagai Panitera Pengganti, dengan agenda 

pembacaan  putusan dalam perkara Perdata Nomor  

223/Pdt/G/2018/PN. Jkt. Pst. 

Dalam pembacaan putusan perkara Perdata Nomor 

223/Pdt/G/2018/PN.Jkt.Pst,  tersebut Penggugat hadir kuasa 

hukumnya yaitu Terdakwa bersama dengan 2 (dua) rekannya, Para 

Tergugat yang  hadir  PT. Geriya  Wijaya  Prestige  (selaku Tergugat 

I), Haridjanto Kardjadi (selaku Tergugat II), Hermanto Kardjadi 

(selaku Tergugat III), Hartono Kardjadi (selaku Tergugat IV), PT. 

Saka Utama Dewata   (selaku  Tergugat   V),   Fireworks   Ventures   

Limited   (selaku Tergugat VI), Pemerintah RI Kementerian 

Keuangan RI. Direktorat Jenderal Kakayaan Negara Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV (selaku Turut 

Tergugat I), Alfort Capital Limited (selaku Turut Tergugat II), 

Gaston Invesment Limited (turut Tergugat III) PT. Bank China 

Construction dan Bank Indonesia Tbk (selaku Turut Tergugat IV). 

Ketika Saksi sedang membacakan pertimbangan putusan 

perdata yang menolak gugatan Penggugat, tiba-tiba datang 

Terdakwa dengan jalan cepat mendekati meja Majelis Hakim, 

dengan posisi Terdakwa di depan Saksi, memegang ikat pinggang 

yang dilipat dan dipegangnya, kemudian dipukulkan sekali 

mengenai kening Saksi sebelah kiri, lalu Terdakwa mendekati Saksi 
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Duta Baskara dan dengan menggunakan ikat pinggang yang dilipat 

dan dipegangnya, dipukulkan sebanyak 2 (dua) kali ke arah muka 

saksi Duta Baskara, tetapi dapat ditangkis dengan tangan oleh Saksi 

Duta Baskara, sehingga mengenai siku tangan kiri Saksi Duta 

Baskara. 

Saksi    tidak    tahu    yang    menjadi    penyebab    Terdakwa 

melakukan   pemukulan kepada Saksi dan Saksi Duta Baskara 

pada saat pembacaan putusan perkara Perdata Nomor 

223/Pdt/G/2018/PN.Jkt.Pst. tersebut. Situasi pelaksanaan sidang 

putusan Perdata Nomor 223/Pdt/G/2018/PN.Jkt.Pst sebelumnya 

kondusif, di bangku pengunjung penuh dengan pengunjung yang 

kebanyakan dari anggota Peradi yang sedang menunggu giliran 

sidang. 

Terdakwa menuju ke meja Majelis pada saat Saksi sedang 

membacakan putusan pada bagian pertimbangan penolakan gugatan,  

dan  tiba-tiba  Terdakwa  datang,  sudah  berada  di  depan Saksi, 

selanjutnya Terdakwa menyabet satu kali kepada saksi dengan 

menggunakan ikat pinggang milik Terdakwa yang dipegang antara 

ujung dengan ujungnya dengan menggunakan tangan kanan 

Terdakwa, setelah itu menyabetkan ikat pinggangnya sebanyak satu 

kali sehingga mengenai kening sebelah kiri Saksi, selanjutnya saksi 

berdiri untuk menghindar, kemudian Saksi menghampiri saksi Duta 

Baskara  selaku  hakim anggota, yang duduk di sebelah kanan Saksi. 
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Terdakwa juga sempat memukul Saksi Duta Baskara, namun 

Saksi  Duta  Baskara  sempat  menangkisnya  dengan  tangan  

sebelah kiri, selanjutnya Saksi menskors sidang tersebut dan 

Terdakwa selanjutnya diamankan oleh pengunjung sidang dibawa 

keluar ruangan sidang, pada saat suasana ruang sidang sudah 

terkendali, selanjutnya saksi melanjutkan sidang tersebut, sampai 

selesai membacakan putusan tanpa dihadiri kuasa hukum 

Penggugat. 

Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Jakarta Pusat dan saksi 

membuat laporan ke Polres Metropolitan Jakarta Pusat. Pada saat itu 

Saksi kemudian melakukan visum oleh Dr. Chairil dan dalam surat 

keterangan visum tersebut Saksi mengalami luka pada kening kiri 

akibat pukulan benda tumpul, mengalami pening, dan merah pada 

kening. 

Selama persidangan perkara Perdata Nomor 223/Pdt/G/2018/PN 

Jkt.Pst. tersebut, sikap Terdakwa sopan kepada Majelis Hakim, 

kemudian benar  Terdakwa  adalah  kuasa  hukum  dari  Penggugat,  

dan setelah kejadian  tersebut Terdakwa  maupun  keluarganya 

tidak ada yang datang untuk mengajukan permohonan maaf 

padahal secara pribadi, Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa, 

namun secara hukum karena menyangkut lembaga peradilan, maka 

proses hukum biarlah berjalan. 

b. Saksi ke-2 (DB) 
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Duta Baskara adalah Hakim anggota pada saat kejadian tersebut 

terjadi. Saksi mengenal Terdakwa sejak Tahun 2018 pada saat 

proses persidangan saja di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai 

Pengacara/Kuasa Hukum Penggugat dari Tomy Winata dengan 

Kuasa hukum  yaitu  Terdakwa,  saksi  Ekky  Rizky  Anugrah  dan  

saksi  Budi Rahmat Iskandar serta Saksi tidak ada hubungan 

keluarga. 

Pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 15.30 Wib 

di ruang  sidang  R.Subekti  II  lantai  III  pada  kantor  Pengadilan  

Negeri Jakarta  Pusat  beralamat  di  Jl.  Bungur  Besar  Raya  No.24-

26,  Kel. Gunung Sahari, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat yang 

dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban atas perbuatan 

tersebut yaitu Saksi dan Saksi H. Sunarso. 

Saksi  dan  Saksi  Mochammad  Djoenaidin  sebagai  Anggota 

Majelis,  sedangkan  yang  memimpin  jalannya  sidang  sebagai  

Ketua Majelis Hakim yaitu saksi H.Sunarso serta Saksi Fachri Bani 

Hamid sebagai Panitera Pengganti dengan agenda putusan perkara 

Perdata Nomor 223/Pdt/G/2018/PN. Jkt. Pst, kemudian ketika saksi 

H. Sunarso sedang membacakan pertimbangan putusan perdata yang 

menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya tersebut dan 

Terdakwa tidak terima atas putusan tersebut, lalu datang Terdakwa 

berlari mendekati saksi H. Sunarso kemudian Terdakwa dengan 

menggunakan ujung ikat pinggang yang  sudah  dilipat  dan  
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dipegangnya  itu  dipukulkan  sekali  mengenai kening sebelah saksi 

H. Sunarso sehingga mengalami luka di bagian kening dan memerah 

serta kesakitan, lalu Terdakwa mendekati Saksi dan dengan 

menggunakan ujung ikat pinggang yang dilipat ujungnya yang 

dipegang Terdakwa itu dipukulkan sebanyak 2 (dua) kali ke arah 

muka Saksi tetapi dapat ditangkis oleh tangan saksi  sehingga 

mengenai siku kiri saksi Duta Baskara. 

Untuk pihak Tergugat dalam perkara Perdata Nomor 

223/Pdt/G/2018/PN.Jkt.Pst yaitu PT. Geriya Wijaya Prestige 

(Selaku Tergugat I), Haridjanto Kardjadi (Selaku Tergugat II), 

Hermanto Kardjadi (Selaku Tergugat III), Hartono Kardjadi (Selaku 

Tergugat IV), PT. Saka Utama Dewata (Selaku Tergugat V),   

Fireworks   Ventures   Limited   (Selaku Tergugat VI),   Pemerintah   

RI, Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Kekayaan 

Negara Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta 

IV (Selaku Turut Tergugat I), Alfort Capital Limited (Selaku Turut 

Tergugat II), Gaston Invesment Limited (Turut Tergugat III, PT.  

Bank China Construction dan Bank Indonesia Tbk (Selaku Turut 

Tergugat IV). 

Saksi tidak tahu yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan 

pemukulan dan atau Kejahatan terhadap Penguasa Umum itu pada 

saat pembacaan putusan Perkara Perdata Nomor 223/Pdt/G/2018/PN 

Jkt.Pst. tersebut kepada H. Sunarso dan kepada Saksi. 
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Situasi pelaksanaan sidang putusan Perdata Nomor   223/Pdt/ 

G/2018/PN Jkt.Pst. sebelumnya sangat kondusif dan untuk di 

bangku pengunjung penuh dengan pengunjung dan kebanyakan dari 

anggota Peradi yang sedang menunggu giliran sidang. 

c. Saksi ke-3 (MD) 

Mochammad Djoenaidie adalah Anggota Majelis. Saksi 

mengenal Terdakwa sejak Tahun 2018 pada saat proses 

persidangan saja di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai 

Pengacara/Kuasa Hukum Penggugat dari   Tomy Winata dengan 

Kuasa hukum  yaitu  Terdakwa,  saksi  Ekky  Rizky  Anugrah  dan  

Saksi  Budi Rahmat Iskandar serta dengan Saksi tidak ada hubungan 

keluarga. 

Pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 15.30 Wib 

di ruang sidang R.Subekti II lantai III pada kantor Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat beralamat di Jl. Bungur Besar Raya No.24-26, Kel. 

Gunung Sahari, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat yang dilakukan oleh 

Terdakwa dan yang menjadi korban atas perbuatan tersebut saksi 

H.Sunarso dan saksi Duta Baskara. 

Saksi   dan   saksi   Duta   Baskara   sebagai   Anggota   Majelis, 

sedangkan  yang  memimpin  jalannya  sidang  sebagai  Ketua  

Majelis Hakim yaitu saksi H.Sunarso serta saksi Fachri Bani Hamid 

sebagai Panitera  Pengganti  dengan  agenda  putusan  perkara  

Perdata Nomor 223/Pdt/ G/2018/PN Jkt.Pst, kemudian ketika H. 
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Sunarso sedang membacakan pertimbangan putusan perdata yang 

menolak gugatan Penggugat  untuk  seluruhnya  tersebut  datang  

Terdakwa  berlari mendekati H.Sunarso lalu. Terdakwa dengan 

menggunakan ujung ikat pinggang yang sudah dilipat dan 

dipegangnya itu dipukulkan sekali mengenai kening sebelah H. 

Sunarso sehingga mengalami luka di bagian kening dan memerah 

serta  kesakitan, lalu Terdakwa mendekati saksi Duta Baskra dan 

dengan menggunakan ujung ikat pinggang yang dilipat ujungnya 

yang dipegang Terdakwa itu dipukulkan sebanyak 2 (dua) kali ke 

arah muka saksi Duta Baskara  tetapi dapat ditangkis oleh tangan 

saksi Duta Baskara sehingga mengenai siku kiri saksi Duta Baskara. 

Pihak Tergugat dalam perkara Perdata Nomor 

223/Pdt/G/2018/PN. Jkt. Pst yaitu PT. Geriya Wijaya Prestige 

(selaku Tergugat I), Haridjanto Kardjadi (selaku Tergugat II), 

Hermanto Kardjadi (selaku Tergugat III), Hartono Kardjadi (selaku 

Tergugat IV), PT. Saka Utama Dewata (selaku Tergugat V),   

Fireworks Ventures Limited (selaku Tergugat VI), Pemerintah RI 

Cq. Kementerian Keuangan RI Cq. Direktorat Jenderal Kakayaan 

Negara Cq.  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta 

IV (selaku Turut Tergugat I), Alfort Capital Limited (selaku Turut 

Tergugat II), Gaston Invesment Limited (turut Tergugat III) PT. 

Bank China Construction dan Bank Indonesia Tbk (selaku Turut 

Tergugat IV). 
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Saksi tidak tahu yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan 

pemukulan dan atau Kejahatan terhadap  Penguasa  Umum  itu  pada 

saat pembacaan putusan Perkara Perdata Nomor 

223/Pdt/G/2018/PN Jkt.Pst. tersebut kepada H. Sunarso dan kepada 

saksi Duta Baskara. Situasi saat pelaksanaan sidang sebelumnya 

sangat kondusif   dan untuk di bangku pengunjung penuh dengan 

pengunjung dan kebanyakan dari anggota Peradi yang sedang 

menunggu giliran sidang. 

Pada saat saksi sedang menunduk dan fokus mendengarkan 

majelis hakim, tiba-tiba Terdakwa sudah ada di depan majelis 

hakim yaitu saksi Sunarso, Terdakwa yang membawa ikat pinggang 

dengan posisi ikat pinggang tersebut dilipat menjadi dua dan kepala 

atau gespernya  dipegang   oleh   Terdakwa   Terdakwa   menyabetkan   

ikat pinggang tersebut kepada saksi Sunarso, Terdakwa mengenakan 

bagian tengah atau tali ikat pinggang yang mana kepala gesper 

dipegang dan tali tersebut   dijadikan dua, selanjutnya saksi spontan 

berdiri dan pergi ke belakang kursi, kemudian Terdakwa bergeser 

ke arah saksi Duta Baskara dan mengayunkan dua kali ikat pinggang 

tersebut dan saksi Duta Baskara sempat menangkis namun saksi 

Duta Baskara sempat terkena  sabetan  tersebut  di bagian  kening  

sebelah  kiri  saksi  Duta Baskara. 

Pada saat  Terdakwa  menyabetkan  ikat  pinggang  yang  telah 

dilipat oleh Terdakwa, Terdakwa menyabetkannya tidak pelan dan 



78 
 
 

juga tidak kencang, kemudian reaksi saksi sunarso dan pak duta 

hanya menghindar dan pak duta menghindar sambil memegang 

keningnya karena kening saksi duta terasa sakit, selanjutnya 

Terdakwa dibawa ke Polres Jakarta Pusat. Selanjutnya pengunjung 

sidang mengamankan Terdakwa, kemudian sidang diskor dan 

dimulai kembali di ruang sidang Subekti 2 lantai 3 Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat. 

d. Saksi ke-4 (BR) 

Budi Rahmat Iskandar adalah merupakan Penggugat. Pada hari 

Kamis tanggal 18 Juli 2019 di ruang sidang R.Subekti II lantai III 

Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang beralamat Jl. Bungur 

Besar Raya No.24 s/d 26, Kel. Gunung Sahari, Kec. Kemayoran 

Jakarta Pusat bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Ekky Rizky 

Anugrah dalam rangka menghadiri agenda sidang pembacaan 

putusan perkara perdata Nomor 223/Pdt/G/ 2018/PN. Jkt. Pst. 

Pada saat pembacaan putusan Saksi pada agenda sidang 

pembacaan putusan Perkara Nomor 223/Pdt/G/2018/PN Jkt.Pst. 

pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 dilaksanakan ruang di sidang 

R.Subekti II lantai III Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang 

beralamat di Jl. Bungur Besar Raya No.24 s/d 26, Kel. Gunung 

Sahari, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat. 

Saksi dan saksi Ekky Rizky Anugrah duduk di kursi Penggugat 

dan saksi H.Sunarso duduk di kursi Ketua Majelis Hakim 
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menghadap ke arah kursi  pengunjung,  saksi  Duta  Baskara  duduk  

di  kursi  anggota Majelis Hakim menghadap ke arah kursi 

pengunjung, saksi Mochammad Sjoenaidie duduk di kursi anggota 

Majelis Hakim menghadap ke arah kursi pengunjung dan saksi 

Fachri Bani Hamid duduk di belakang kursi Majelis Hakim. 

Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindakan 

melayangkan  ikat  pinggangnya  terhadap  Hakim  yang  sedang 

melaksanan tugas atas perintah undang-undang yaitu saksi H. 

Sunarso sebagai  ketua  Majelis  Hakim  dan  saksi  Duta  Baskara  

yang  sedang melakukan agenda sidang pembacaan putusan perkara 

Perdata Nomor 223/Pdt/g/2018/PN.Jkt.Pst. 

Saksi sedang mencatat apa yang dibacakan oleh Hakim Ketua 

dan tidak mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, 

namun setelah adanya teriakan perempuan dan orang orang dari 

ruang pengunjung dengan mengatakan “hai.. hai...” dan Saksi 

melihat Terdakwa sudah di depan meja hakim sambil memegang ikat 

pinggang dan mengayunkan ikat pinggangnya tersebut terhadap 

saksi Duta Baskara dan oleh saksi Duta Baskara ditangkis dengan 

tangan kanannya. Untuk pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa 

kepada saksi H. Sunarso itu Saksi tidak melihat langsung karena 

pada saat tersebut Terdakwa sudah di depan saksi Duta Baskara. 

Saksi pada saat kejadian sedang mencatat apa yang dibacakan 

oleh saksi H.Sunarso sebagai Hakim Ketua   Majelis Sidang, setelah 
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kejadian tersebut Saksi langsung berdiri dan membenahi serta 

memasukkan catatan buku-buku ke dalam tas dan keluar ruangan 

karena pada saat tersebut Terdakwa dibawa keluar orang orang di 

tempat tersebut.  

Saksi kenal dengan barang bukti 1 (satu) buah ikat pinggang 

warna hitam yang diperlihatkan pemeriksa itu ikat pinggang 

merupakan ikat pinggang milik Terdakwa yang digunakan pada saat 

agenda sidang pembacaan putusan Perkara Nomor 

223/Pdt/G/2018/PN Jkt.Pst. pada hari Kamis Tanggal 18 Juli 2019 

di ruang sidang R.Subekti II lantai III Kantor Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat beralamat di Jl. Bungur Besar Raya No.24 s/d 26, Kel.  

Gunung Sahari, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, kemudian 

dilepaskan dari ikatannya kemudian digunakan untuk memukul 

menyabet kepada ketua majelis hakim saksi H.Sunarso dan saksi 

Duta Baskara. 

Kejadian penganiayaan terjadi dengan cara mengayunkan ikat 

pinggang kepada  saksi  H.  Sunarso  dan  saksi  Duta  Baskara karena 

yang dibacakan oleh  Hakim  Ketua  dalam  pertimbangannya tidak 

sesuai dengan fakta persidangan dan hanya mengambil bukti 

tergugat saja, seperti pertimbangan Hakim mengenai Surat 

Kesepakatan  Pemberi  Pinjaman  dengan  BPPN  tertulis  hanya  

Penagihan saja yang diberikan kewenangan Pemberi pinjaman 

kepada BPPN, namun Majelis hakim menyatakan Suat Kesepakatan 
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tersebut adalah Pengalihan Hutang, sehingga sangat keliru apabila 

seluruh piutang pemberi pinjaman beralih ke BPPN dan seterusnya 

ke Tergugat VI (Fireworks Venture Limitied). 

Selain  dari  itu  Majelis  Hakim  sama  sekali  menutup  mata 

Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Tetap yang memutuskan 

bahwa Alfort Capital Limited selaku turut tergugat II, Gaston 

Invesment Limited selaku turut tergugat III, sebagai Kreditor dari 

tergugat I dengan demikian   jika Hakim menghargai bukti tersebut     

maka hakim tidak mungkin menyatakan  Kreditur  tergugat I hanya 

Tergugat VI (Fireworks Venture Limitied), oleh karena itu 

Pertimbangan Hakim yang menyatakan Penggugat tidak memiliki 

hak tagih atau bukan Kreditor dari tergugat I adalah tidak  sesuai  

dengan  fakta  Persidangan  karena  Penggugat secara hukum adalah 

salah satu Kreditor dari Tergugat I. 

Keterangan ahli  Majelis hakim hanya mempertimbangkan 

keterangan Ahli Yahya Harahap dan Nindyo Pramono yang 

mengatakan bahwa BPPN berwenang mengalihkan seluruh hutang 

tergugat I, padahal secara hukum BPPN hanya dapat mengalihkan 

piutang terhadap Bank dalam Take Over saja, dikarenakan 

pertimbangan Hakim tersebut maka Terdakwa melakukan tindakan 

tersebut kepada saksi H.Sunarso  dan saksi II Duta Baskara. 

Saksi tidak tahu maksud tujuan Terdakwa melakukan 

penganiayaan terhadap saksi H. Sunarso Saksi Duta Baskara dan 
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akibat kekerasan tersebut saksi V tidak tahu, setelah kejadian saksi 

ke-5 pada hari Kamis 18 Juli 2019 sekitar jam 18.00 Wib melihat 

dengan saksi H. Sunarso di Polres Jakarta Pusat, saksi H. Sunarso 

dalam keadaan baik dan tidak saksi lihat adanya luka di saksi H. 

Sunarso yang saksi lihat sedang menelpon dan bercakap cakap 

dengan rekannya. Bahwa saksi sudah mengenal Terdakwa selama 10 

Tahun sebagai rekan kerja sering bertemu di kantor, Terdakwa tidak 

pernah marah, baik, dan pendiam. 

Selanjutnya Saksi pernah oleh penyidik Polres Jakarta Pusat, 

pada hari Kamis sekitar Pukul 14.30 WIB di Ruang Sidang Soebekti 

2 lantai 3 Pengadilan   Negeri   Jakarta   Pusat   sedang   duduk   di   

kursi   Kuasa Hukum  penggugat  dengan  acara  pembacaan  putusan  

Nomor  223 yang   mana   di sisi   sebelah   kanan   Saksi   terdapat   

Saksi   Eki   dan terdapat 3 hakim yang duduk yaitu Saksi Sunarso, 

kiri Saksi Duta Baskara, dan satu hakim anggota, selanjutnya saksi 

sedang fokus mendengarkan dan mencatat poin-poin amar pada 

putusan dan tidak memperhatikan bagaimana Terdakwa mencabut 

ikat pinggangnya namun pada saat saksi  mendengar  teriakan  saksi  

baru menyadari bahwa telah terjadi penyabetan ikat pinggang 

tersebut. 

Selanjutnya saksi langsung merapihkan buku-buku atau berkas 

berkas ke dalam tas milik Saksi, dan sudah ada orang atau 

pengunjung yang melerai kejadian tersebut, kemudian Saksi tidak 
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memperhatikan kejadian tersebut, Saksi sedang konsentrasi dalam 

mencatat poin poin, kemudian setelah ruangan gaduh ada yang 

berteriak barulah saksi mengetahui ada kejadian tersebut dan 

menurut saksi bahwa tidak ada yang mengenai siapapun ketika ikat 

pinggang tersebut dilayangkan, namun ketika saksi melihat  

rekaman CCTV bahwa sabetan ikat pinggang yang dilayangkan  

oleh Terdakwa sempat mengenai kening Saksi Sunarso dan tangan   

Saksi Duta dan ketika Terdakwa menyabetkan ikat pinggang  

tersebut Terdakwa melipat ikat pinggang tersebut menjadi dua 

yang mana kepala gesper berada di tangan Terdakwa. 

Mengapa saksi bersama Terdakwa  merasakan hal yang sangat 

optimis dikarenakan bukti-bukti yaitu terdapat 39 (tiga puluh 

Sembilan) dokumen serta ketika memasuki ruangan kondisi tetap 

biasa saja namun ketika sudah masuk persidangan sampai dengan 

pertimbangan terjadilah kejadian penyerangan terhadap majelis 

hakim dan hakim anggota, yang mana pada saat itu saksi sedang 

focus mencatat dan mendengarkan, setelah kejadian Terdakwa 

menanyakan kepada Terdakwa apa sebab Terdakwa melakukan 

perbuatan seperti itu  dan terdakwa menjawab bahwa yang 

menyebabkan terjadinya penyabetan ikat pinggang terhadap hakim   

tersebut dikarenakan Terdakwa kesal dengan pembacaan amar 

putusan hakim pada putusan yang  dibacakan pada saat itu, karena  

amar putusan tersebut tidak sesuai  dengan  fakta-faktanya, yang   
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mana semestinya di  dalam amar putusan tersebut tercantum   

perbuatan wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum yang 

menurut para Saksi dan Terdakwa tidak sesuai. 

e. Saksi ke-5 (ER) 

Ekky Rizqi Anugrah bawah hari  Kamis  tanggal  18  Juli  2019  

di  dalam  ruang sidang R.Subekti II lantai III pada Kantor 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang  beralamat di Jl. Bungur 

Besar Raya No.24 s/d  26, Kel. Gunung Sahari, Kec. Kemayoran 

Jakarta Pusat tersebut duduk di meja dan kursi penggugat bersama-

sama dengan Terdakwa dan saksi Ekky Rizky Anugrah dalam 

rangka menghadiri agenda sidang putusan perkara gugatan perdata 

Nomor 223/Pdt/G/2018/PN Jkt.Pst. sedangkan saksi H.Sunarso 

duduk di kursi Ketua Majelis Hakim menghadap ke arah kursi 

pengunjung dan saksi Duta Baskara serta saksi Mochammad 

Djoenaidie duduk di kursi Anggota Majelis Hakim menghadap ke 

arah kursi pengunjung, saksi Fachri Bani Hamid duduk di belakang 

kursi Majelis Hakim. 

Ketika Saksi sedang mendengar petimbangan putusan hakim 

tersebut sekitar jarak kurang lebih 1 s/d 2 meter melihat Terdakwa 

sudah di depan meja saksi H. Sunarso dan Terdakwa sedang 

mengayunkan tangan kanan yang memegang ikat pinggang milik 

Terdakwa itu ke arah saksi H. Soenarso dan saksi Duta Baskara. 
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Kemudian Saksi mendengar banyak teriakan dari pengunjung 

sidang dan Saksi berjalan menghampiri serta menahan Terdakwa 

yang dibantu oleh beberapa orang pengunjung sidang untuk dibawa 

keluar ruang sidang supaya menenangkan diri. Saksi tidak 

mengetahui berapa kali dan ke arah mana Terdakwa dilakukan 

pemukulan dengan tangan kanan memegang ikat pinggang dan 

mengenai apa di bagian saksi H. Sunarso dan saksi Duta Baskara 

serta Saksi tidak tahu yang menjadi penyebab Terdakwa memukul. 

Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2016, Saksi yang sedang 

duduk di  sebelah  Saksi  Budi  fokus  mendengar  poin  poin  putusan  

yang dibacakan oleh majelis hakim dan tidak memperhatikan cara 

Terdakwa sampai memukul hakim, selanjutnya saksi melihat 

rekaman CCTV yang beredar dan saksi sempat kaget dengan 

kejadian tersebut, kemudian setelah melihat rekaman tersebut saksi 

baru menyadari bahwa saksi sempat melerai karena pengunjung juga 

sempat membuat kegaduhan atau berteriak serta memprovokasi 

kemudian Terdakwa dilerai oleh petugas pengamanan, kemudian 

yang dilihat dari CCTV Saksi baru melihat Terdakwa 

mempersiapkan perbuatannya tersebut, dan setelah kejadian   

tersebut   saksi   menghampiri   saksi   Budi   untuk   mengikuti 

Terdakwa dan sempat dibawa ke ruangan Jaksa di Lantai 3 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 
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Setelah kejadian tersebut Saksi mengikuti Terdakwa yang 

dibawa ke Polres Jakarta Pusat, sewaktu kejadian Saksi tidak 

memperhatikan betul bagaimana Terdakwa sehingga Terdakwa 

melakukan perbuatan tersebut, namun setelah melihat rekaman 

CCTV saksi melihat bahwa Saksi sempat melerai, setelah kejadian 

tersebut ketiga hakim tersebut ke pojok namun tidak keluar ruangan 

dan selanjutnya Saksi tidak melihat adanya luka memar di kening 

maupun tangan saksi korban. 

Bahwa saksi sebelum sidang Terdakwa tidak melihat ada  

kekesalan pada  raut  wajah Terdakwa, yang mana sebelumnya  Saksi  

Eki  dan Saksi Budi berangkat bersama menuju pengadilan  negeri  

Jakarta Pusat dan bertemu dengan Terdakwa di Pengadilan Negeri  

Jakarta Pusat dan  dalam  keadaan  yang optimis, bahwa mengapa   

saksi bersama Terdakwa merasakan  hal yang sangat optimis  

dikarenakan bukti-bukti  yaitu  terdapat  39  (tiga  puluh  Sembilan)  

dokumen serta ketika  memasuki  ruangan  kondisi  tetap  biasa  saja  

namun  ketika sudah masuk persidangan sampai dengan 

pertimbangan terjadilah kejadian penyerangan terhadap majelis  

hakim dan hakim anggota, yang mana pada saat itu saksi sedang 

focus mencatat dan mendengarkan. 

Setelah  kejadian Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa apa 

sebab Terdakwa melakukan perbuatan seperti itu dan terdakwa 

menjawab bahwa yang menyebabkan terjadinya penyabetan ikat 
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pinggang terhadap hakim tersebut dikarenakan Terdakwa kesal 

dengan pembacaan amar putusan hakim pada putusan yang 

dibacakan  pada saat itu, karena amar  putusan tersebut tidak sesuai   

dengan fakta-faktanya, yang mana semestinya di dalam amar 

putusan tersebut tercantum perbuatan wanprestasi bukan perbuatan  

melawan  hukum  yang  menurut  para  Saksi  dan  Terdakwa tidak 

sesuai. 

f. Saksi ke-6  (TM) 

Tirta Mahendra Dwi Putra merupakan Saksi ke-6. Saksi tidak 

mengetahui adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa 

terhadap hakim H.Sunarso dan Duta Baskara yang terjadi   pada hari 

Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 15.30 wib di ruang sidang 

R.Subekti II lantai III Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. 

Bungur Besar Raya No.24 s/d 26, Kelurahan Gunung Sahari, 

Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Saksi mendengar berita 

adanya panganiyaan tersebut dari media elektronik dan dari 

laporan Penasehat Hukum Saksi. 

Saksi membenarkan Gaston Invesment Limited menjadi 

tergugat III dalam perkara gugatan perdata Nomor 

223/Pdt/G/2018/PN.Jkt.Pst. Lalu yang menjadi Penggugat adalah 

Tomy Winata sedangkan untuk pihak tergugat selain Perusahaan   

Gaston Invesment Limited selaku Turut Tergugat III adalah PT. 

Geriya Wijaya Prestige Tergugat I, Haridjanto Kardjadi Tergugat II, 
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Hermanto Kardjadi Tergugat III, Hartono Kardjadi Tergugat IV , PT. 

Saka Utama Dewata Tergugat V, Fireworks Ventures Limited 

Tergugat VI, pemerintah RI Cq. Kementerian Keuangan Ri Cq 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara  Dan  Lelang  Jakarta  IV  selaku  turut  tergugat  

I, Alfort Capital Limited selaku  Turut Tergugat II,  PT. Bank 

China Construction Bank Indonesia Tbk selaku turut tergugat IV. 

Kemudian yang jadi permasalahan sehingga pihak sdr Tommy 

Winata menggugat Saksi dalam hal ini Perusahaan Gaston 

Invesment Limited Adalah gugatan wanprestasi terkait hak tagih 

kepada pihak PT. Geriya Wikjaya Prestige terkait adanya gugatan  

Perkara Perdata Nomor 223/ Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.  terhadap  saya     

dalam  hal  ini  Perusahaan Gaston   Invesment   Limited,   gugatan   

tersebut   sudah   mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri yang 

dibacakan oleh Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  pada 

hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 dengan hasil Gugatan ditolak 

seluruhnya. 

g. Saksi ke-7 (YK) 

Yudi Kurniawan Haddy yaitu direktur PT. Alford Capital 

Limited sejak November 2011 dan dalam Perkara 

223/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. Saksi memberikan kuasa kepada 

penasehat hukum sebagai salah satu Turut Tergugat. 
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Alford menjadi pihak di perkara Nomor 223/Pdt.G/2018/ 

PN.Jkt.Pst. karena Alford adalah salah satu kreditur PT. GWP, 

demikian juga pak Tomy Winata salah satu kreditur PT. GW. Lalu 

PT. Alford Capital Investment pernah menggugat PT. GWP nomor 

perkara Nomor 27/Pdt.G/BHT/Plw/2011/PN.Jkt.Pst. Perkara itu 

putusannya sudah berkekuatan hukum, sudah inkracht dan sudah 

mau di eksekusi. 

PT. Alford Capital Invesment memiliki hak tagih kepada PT. 

GWP, totalnya hutang PT. GWP kepada kreditur sindikasi adalah 

US$ 20.000.000 (dua puluh juta Dollar), kemudian dari laporan 

kuasa hukum saksi, penggugat dalam perkara Nomor 

223/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst adalah Tomy Winata. 

Putusan Nomor 223/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. menolak gugatan 

Penggugat, maka putusan itu bertentangan dengan putusan yang 

telah inkracht yaitu Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst dan Nomor 

27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst kami masih mempertimbangkan dengan 

kuasa hukum kami untuk melakukan tindakan hukum lainnya. 

h. Saksi ke-8 Bahrian  

Bahrain sekarang menjabat sebagai Wakil Sekretariat Jenderal 

Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat  Indonesia 

(PERADI) sejak tahun 2015 sampai sekarang  berkantor di Grand 

Slipi Tower lantai 11   Jl. S Parman Kav. 22-24 Jakarta Barat dan 
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bergerak dalam bidang Advokat di ketuai oleh H. Fauzi Yusuf 

Hasibuan 

Tugas tanggung jawab Saksi selaku Wakil Sekretariat Jenderal  

Dewan  Pimpinan  Nasional  Perhimpunan Advokat  Indonesia 

adalah  membantu ketua dan Sekretaris Jenderal  dalam bidang 

internal organisasi  Peradi, lalu untuk syarat dan ketentuan untuk 

bergabung dengan Peradi adalah seluruh Advokat sesuai UU No 18 

tahun 2003 tentang Advokat. 

Desrizal merupakan salah satu anggota dari Peradi dan menjadi 

Advokat sejak tahun 1999 berdasarkan Surat Pengangkatan dari 

Pengadilan Tinggi SK No. PTJPAN-UM 252/PH/1999 tanggal 01 

Januari 2001. Kemudian sejak berlakunya UU Advokat No. 18 tahun 

2003, maka berdiri wadah tunggal yang bernama Peradi sehingga 

secara otomatis semua Advokat termasuk Terdakwa Desrizal 

tergabung dalam Peradi masuk dalam Data Base / Teregistrasi 

Peradi dengan status Aktif dengan nomor Induk Advokat Nomor: 

99.10213 dan tercatat di keanggotaan Dewan Pimpinan Cabang 

Peradi Jakarta Selatan dengan kantor Pusat Peradi di Grand Slipi 

Tower Lantai 11 Jl. S Parman Kav. 22-24 Jakarta Barat dan Sdr. 

Desriza, SH juga tergabung di kantor Advokat Tread’s & Associate 

yang beralamat di Jl. Melawai VIII No 10 D Kebayoran Baru Jakarta 

Selatan Kode Pos 12160. 
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Hak dan kewajibannya adalah menjalankan Profesi Advokat 

sesuai : pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 18, pasal 19,  dan pasal 

20  UU No 18  tahun 2013 tentang Advokat. Kode Etik Advokat 

sesuai pasal 26 UU No 18 tahun 2003 tentang Advokat Jo Kode 

Etik Advokat. 

Menurut Pasal 14 berbunyi: “Advokat bebas mengeluarkan 

pendapat atau pernyataan dalam membela perkara menjadi 

tanggung jawabnya di dalam sidang persidangan dengan tetap 

berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-

undangan”. 

Menurut Pasal 15 berbunyi: “Advokat bebas dalam 

menjalankan   tugas profesinya untuk membela perkara yang 

menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik 

profesi dan peraturan perundang undangan”. 

Kode Etik Advokat sesuai pasal 26 UU No. 18 tahun 2003 

tentang Advokat Jo. Kode Etika Advokat Pasal 26 berbunyi: “ 

1) Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat 

disusun kode etik Profesi Advokat oleh organisasi 

Advokat; 

2) Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi 

Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan 

Organisasi Advokat; 



92 
 
 

3) Kode Etik Profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada 

angka (1) tidak boleh bertentangan dengan perarturan 

perundang- undangan; 

4) Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat 

dilakukan oleh organisasi Advokat; 

5) Dewan kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan 

mengadili pelanggaran kode etik Profesi Advokat 

berdasarkan tata cara Dewan kehormatan Organisasi 

Advokat; 

6) Keputusan  Dewan  Kehormatan  Organisasi  Advokat  

tidak menghilangkan   tanggung   jawab   pidana   apabila   

pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat 

mengandung unsur pidana; 

7) Ketentuan  mengenai  tata  cara  memeriksa  dan  mengadili 

pelanggaran kode etik profesi   Advokat diatur lebih lanjut 

dengan keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat” 

Pasal 6 berbunyi: “Advokat dapat dikenai tindakan 

dengan alasan: 

1) Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya; 

2) Bersikap bertingkah laku yang tidak patut terhadap 

lawan atau rekan seprofesinya; 

3) Berbuat, bertingkah laku, bertutur kata, atau 

mengeluarkan pernyataan yang menunjukan sikap tidak 
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hormat terhadap hukum, peraturan perundungan-

undangan, atau Pengadilan; 

4) Berbuat hal-hal bertentangan dengan kewajiban 

kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;  

5) Melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan 

dana tau perbuatan tercela; 

6) Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik 

profesi Advokat”. 

Terdakwa diatur berdasarkan kode etik advokat, segala sesuatu 

tindakan Terdakwa diatur oleh kode etik, Terdakwa sebagai kuasa 

hukum penggugat, bahwa perbuatan Terdakwa semestinya 

dilimpahkan  kepada  lembaga  pengawasan  advokat  karena 

Terdakwa adalah salah satu anggota aktif dari advokat, dan sudah 

dilaporkan kepada  komisi  pengawasan  serta  sudah  diputuskan  

namun  belum sempat Saksi baca dan teliti kembali atas putusan 

dewan pengawasan advokat. 

Keterangan saksi dalam suatu perkara dalam perkara pidana yang 

berupa keterangan saksi tentang terjadinya suatu peristiwa yang dia 

dengar sendiri, lihat sendiri dan dialami sendiri. Hampir semua proses 

pengadilan hampir seluruhnya menggunakan alat bukti berupa 

keterangan saksi. 

Selanjutnya Ketua Majelis Hakim H. Saifudin Zuri mengatakan, 

“Menurut saya meskipun jumlah saksi yang dihadirkan di dalam 

persidangan memiliki jumlah yang banyak bukan berarti hal tersebut 
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menghambat jalannya suatu persidangan ataupun membuat 

memperlembat perkara yang berjalan, kehadiran saksi yang 

didatangkan tentu membuat  terbukanya lebih terang perkara, 

sehingga dari fakta-fakta hukum dalam persidangan yang diutarakan 

dapat membuat hakim yakin dan dapat menentukan putusan yang 

sesuai denga hukum yang berlaku. Tetapi dengan banyak saksi yang 

ada bukan berarti hakim dapat meniadakan alat bukti yang lain 

hanya saja hakim dapat memilih alat bukti mana yang akan 

digunakan”56. 

 

Dari hasil wawancara, hal ini sesuai dengan asas Negatief 

wettelijk bewijstheorie yaitu pembuktian yang selain menggunakan alat-

alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga 

menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan 

hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat bukti yang ditentukan 

oleh undang-undang. 

Untuk membuktikan suatu kesalahan yang dibuat oleh terdakwa 

keterangan saksi saja tidak cukup jika dibuktikan, kecuali ada bukti lain 

yang sah (Pasal 185 Ayat (2) dan (3) KUHAP). Sehingga tidak adanya 

nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. 

Selanjutnya Ketua Majelis Hakim H. Saifudin Zuri mengatakan, 

“Selama saya menjadi Hakim saya belom pernah mendapatkan 

sebuah kasus pidana yang lepas dari pembuktian keterangan saksi, 

padahal kekuatan pembuktian keterangan saksi  tidak sempurna, 

tidak mengikat serta hakim bebas untuk menilainya mau bagaimana 

itu hak hakim tetapi terdakwa  bisa  tertolong ada mendapat 

                                                           
56 Wawancara dengan Hakim Ketua Majelis H. Saifudin Zuhri perkara putusan No. 

1050/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst pada Jumat, tanggal 10 April 2020 di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat 



95 
 
 

keringanan dengan adanya keterangan ahli  ataupun alibi yang 

diutarakan serta saksi a de charge”57. 

 

Beberapa saksi yang memberikan keterangan yang berdiri sendiri-

sendiri akan suatu kejadian atau peristiwa pidana yang terjadi dapat 

digunakan sebagai alat bukti yang sah jika keterangan saksi tersebut 

memiliki hubungan yang serupa satu dengan yang lain, sehingga dapat 

dibenarkan jika memang adanya kejadian tersebut (Pasal 185 ayat (4) 

KUHAP.  

Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan 

yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu 

sesuai dengan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai 

tambahan alat bukti sah yang lain (Pasal 185 Ayat (7) KUHAP). 

i. Saksi yang meringankan (ade charger) 

1)  Saksi yang meringankan ke-1 (JH) 

Jimmy Hermawan memberikan keterangan bahwa 

benar Terdakwa  hadir  sebagai  kuasa  hukum  dari  pihak  

tergugat mengenai  perkara  perdata  dengan  nomor  

223/PT.TG/2017/Jkt.Pst  yang mana  perkara  tersebut  

adalah  mengenai  obyek  hutang,  hanya  3  (tiga) debitur, 

dan dari Bank Indofast yang tidak pernah diahlikan serta 

                                                           
57 Wawancara dengan Hakim Ketua Majelis H. Saifudin Zuhri perkara putusan No. 
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dicocokkan juga secara jelas, perkara tersebut mengenai 

penagihan hutang yang belum dibayarkan oleh PT. GWP 

kepada 4 (empat) Bank. 

Seingat saksi hanya kewajiban kepada pihak bank dan 

Saksi hanya diberitahukan piutang yang dialihkan tidak 

semua hanya 3 (tiga) oleh Tommy Winata, saksi pernah 

menjabat sebagai executive direktur selama 10 (sepuluh) 

tahun di GWP dari Tahun 1998 sampai dengan 2007 dan 

terdapat 7 debitur namun yang diajukan hanya 3 (tiga) 

debitur dan yang menandatangani adalah saksi tanpa adanya 

pembayaran, selanjutnya jaminan yang diberikan dari 7 

(tujuh) debitur adalah sertifikat yaitu 2 (dua) sertifikat yang 

diberikan yaitu hak milik, jaminan diserahkan dan debitur 

kepada PT. GWP sekarang menjadi Bank China dan 

jaminan belum dilunasi atau dibayarkan. 

Saksi tidak mengetahui kejadian pemukulan terhadap 

majelis hakim, saksi hanya mengetahui kejadian tersebut 

dari media dan setau Saksi Terdakwa  tersebut  dikenal  

sebagai  orang  yang  baik,  lembut  dan  saksi sempat kaget 

karena Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut. 

2) Saksi yang meringankan ke-2 (CH) 

Chairul Huda sebagai ahli dalam hukum pidana dan 

bekerja sebagai dosen.  Bahwa Pasal 351 KUHP termasuk 
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kekerasan yang ditujukan kepada tubuh dan  objeknya  

adalah  fisik  yang  menjadi  objek  tindak  pidana,  bukan 

psikologis maupun psikis seseorang. Selanjutnya 

penganiayaan menurut yuridis adalah suatu  tindakan yang 

menimbulkan rasa sakit, luka yang mengganggu kesehatan 

seseorang dan rasa sakit adalah menimbulkan rasa nyeri 

perasaan yang timbul dari tubuh manusia. 

Luka bukan psikisnya akan tetapi terlihat luka adanya 

bekas luka seperti memar atau merah yang mengganggu 

kesehatan yang mana mengganggu kesehatan didefinisikan 

seperti yang menimbulkan rasa sakit disuatu waktu yang 

akan datang. 

Definisi perbuatan penganiayaan adalah bukan unsur 

namun bagaimana definisi bentuk sakitnya, ahli berpendapat 

bahwa kekerasan definisinya kurang luas, sedangkan 

penganiayaan kepada tubuh seseorang yang menimbulkan 

luka memar, dan tindak pidana penganiayaan, tindak pidana 

penganiayaan tidak bisa dirumuskan bagaimana rasa luka, 

sakit dan sebagainya luka pun juga tidak bisa dirumuskan 

akan tetapi deliknya dirumuskan agar supaya hakim bisa 

merumuskan, artinya penganiayaan biasa adalah 

menimbulkan rasa sakit yang ditimbulkan luka namun tidak 

parah luka tersebut.  
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Perbedaan Pasal 351 KUHP dengan 352 KUHP adalah 

351 KUHP merupakan  delik  asli  dari  penganiayaan  dan  

memiliki  unsur  yaitu  luka, luka sobek yang menyebabkan 

putusnya panca indra dan sebagainya, sedangkan 

penganiayaan ringan adalah menimbulkan luka namun tidak 

menimbulkan halangan untuk bekerja, penganiayaan biasa 

adalah menimbulkan luka dan berakibat berhalangan dalam 

melakukan suatu kegiatan atau aktivitas, untuk menerapkan 

penjatuhan pidana dapat dikualifikasikan dari lukanya, ahli 

berpendapat bahwa aniaya adalah pada saat mendapatkannya 

maka setiap orang akan mengalami shock. 

Perbuatan penganiayaan dapat dilihat dari sifatnya dalam 

Pasal 212 KUHP dalam definisinya seseorang yang 

melakukan tindak pidana membuat   onar   kepada   suatu   

instansi atau melakukan tindak pidana kepada seseorang 

pegawai negeri sipil atau hakim yang memiliki tugas 

mengadili memakai seragam dan pada saat peradilan dan 

sedangkan Pasal   212   KUHP   tersebut   berlaku   kepada   

seseorang   yang  sedang melakukan tugas atau melakukan 

pekerjaannya sebagai aparatur negara, sedangkan   Pasal   

351 tersebut tidak   dikualifikasikan   kepada seseorang yang 

bertugas, dan tertuju pada bagian bagian tubuh tertentu 

yang mengganggu pada pekerjaan seseorang, mengenai 
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kejadian penganiayaan tersebut menurut ahli Terdakwa bisa 

dihukum berdasarkan dakwaan kedua. Penggunaan unsur 

melawan atau memaksa itu bebas tergantung dari literatur 

yang ada dan maknanya sama sebagaimana maksud unsur 

Pasal 212 KUHP. 

Saksi yang meringankan atau a de charge merupakan saksi yang 

yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan atas 

dakwaan yang ditujukan pada dirinya. Berikut hasil wawancaranya: 

“Seperti yang kita ketahui saksi yang meringankan sudah diatur di 

dalam Pasal 65 KUHP jo Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 tetapi di 

dalam praktek nya mengenai saksi meringankan ini hampir semua 

terdakwa pasti menggunakannya, tetapi ada juga yang tidak 

menghendaki jika kalaupun tidak menghendaki itu sah saja dimata 

hukum karena juga ada pasal lain yang mengatur menghendaki atau 

tidak jika ada saksi yang meringankan yaitu pada Pasal 116 ayat (3) 

KUHAP jo. Putusan MK 65/PUU-VIII/2010”58. 

Saksi yang meringankan tentu akan selalu digunakan oleh terdakwa 

dalam hal proses peradilan pidana karena tentu sangat menguntungkan 

bagi dirinya, tetapi semua tetap sama saja hal yang menjadi dasar hakim 

memutus suatu perkara yaitu berupa fakta-fakta hukum yang ada serta 

keyakinan hakim untuk memutus perkara pidana. 

2. Keterangan Ahli  

Telah didengar keterangan ahli, yaitu Effendy Saragih yang 

memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: 
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a. Akibat dari perbuatan yang dilakukan Sdr. Desrizal tersebut saksi 

H. Sunarso mengalami luka di bagian kening sehingga memerah 

dan  Saksi Duta Baskara mengalami luka gores di lengan kiri, dan 

dengan fakta bahwa berdasarkan hasil VER Korban saksi H. 

Sunarso, yaitu: “korban dating dalam keadaan  sehat dengan 

kesadaran umum baik”, dan pada korban ditemukan luka memar di 

dahi kiri 4 x 2 cm, dan hasil VER Korban saksi Duta Baskara, yaitu 

“korban dalam keadaan sehat dengan keadaan umum baik”, dan 

pada korban ditemukan luka memar  di lengan kiri 1 x 1.5 cm dan 

dengan fakta bahwa Saksi H. Sunarso dan saksi Duta Baskara  tidak 

mengetahui Sdr. Desrizal melakukan perbuatannya, dan dengan 

fakta bahwa Sdr. Desrizal melakukan perbuatannya tersebut adalah 

akibat kemarahan dan kekesalan terhadap pertimbangan-

pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim karena sangat 

bertolak   belakang   dengan   bukti-bukti   yang   yang   diajukan   

selama persidangan  dan  tanpa  mempunyai  tujuan  apapun,  dan  

dengan  fakta bahwa Sdr. Desrizal marah dan kesal karena 

berdasarkan bukti-bukti yang disebutkan di atas, Sdr. Desrizal 

berkeyakinan gugatan yang Sdr. Desrizal diajukan seharusnya   

dikabulkan oleh Majelis Hakim, akan tetapi yang terjadi justru 

sebaliknya,dimana dengan mendasarkan kepada bukti-bukti yang   

sama sekali tidak ada kaitannya dengan pengalihan piutang Majelis 

Hakim menyatakan bahwa seluruh piutang terhadap PT. Geria  
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Wijaya Prestige telah menjadi hak dari Fireworks Venture   Limited, 

Majelis Hakim diantaranya menyatakanbahwa kesepakatan  

bersama Tanggal 8 November 2000 yang ditandatangani oleh 

BPPN, PT. Bank Multicor, PT. Bank Indovest, PT. Bank 

Finconesia, PT. Bank Arta Niaga Kencana dan PT. Bank  

Danamon  Indonesia  (selaku Agen Sindikasi) telah  dilaksanakan  

oleh BPPN dengan bukti berupa Surat Peringatan Tanggal 25 

September 2000 yang diterbitkan BPPN kepada PT. Geria  Wijaya  

Prestige. Kesepakatan  Bersama Tanggal 8 November 2000 yang   

dijadikan   dasar   bagi   Majelis   Hakim   bukan ditujukan  untuk  

mengalihkan  piutang  tetapi  untuk  menagih  piutang, dan  bukti-

bukti  lain  yang  dijadikan  dasar  bagi  Majelis  Hakim  untuk 

menolak  gugatan  atau  menyatakan  seluruh  piutang  telah  

dialihkan BPPN,    juga    bukan    bukti    yang    berkaitan    dengan    

pengalihan piutang,   tetapi   berkaitan   dengan   upaya   penagihan   

piutang yang dilakukan oleh BPPN, dan yang paling 

menjengkelkan Sdr. Desrizal adalah sikap Majelis Hakim yang 

mengabaikan bukti-bukti berupa 2 (dua) putusan. 

b. Tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. Desrizal sesuai 

dengan pasal beberapa dalam KUHP, dapat dijelaskan berdasarkan 

unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dan sekaligus 

menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap sebagai 

berikut Pasal 351 ayat (1) KUHPidana memiliki unsur: 



102 
 
 

1) Unsur Barang siapa: yang dimaksud dengan barang siapa 

adalah setiap orang/manusia sebagai subyek hukum, 

pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintai 

pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Bahwa 

dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan 

dengan fakta-fakta, dimana dalam perkara aquo ada 

Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana bernama 

Sdr. Desrizal dengan segala identitasnya, adalah merupakan 

subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban 

atas segala perbuatan. Dengan demikian unsur ini adalah 

terpenuhi. 

2) Unsur Dengan sengaja: berarti menghendaki dan menginsafi 

atau mengerti, dalam hal ini, seseorang melakukan suatu 

perbuatan itu haruslah menghendaki perbuatan itu dan harus   

mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut. Bahwa 

menurut  doktrin sengaja terbagi dalam 3 jenis, yakni: 

a) Sengaja dengan maksud (opzet als  oogmerk), dalam  hal  

ini  pelaku menghendaki perbuatannya dan mengakui 

perbuatannya,  

b) Sengaja dengan kesadaran kepastian (opzet met 

bewustheid), dalam hal ini bahwa akibat yang terjadi 

tidak dimaksudkan oleh pembuat, tetapi tanpa adanya 
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perbuatan yang dimaksudkannya maka akibat tidak akan 

terjadi. 

c) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet met 

waarshijnlijkheid), dalam hal ini pelaku berbuat 

menghendaki suatu akibat tertentu, tetapi disamping itu 

mungkin ada terjadi akibat yang dilarang yang tidak 

dikehendakinya.  

3) Unsur menyebabkan perasaan tidak enak, atau rasa sakit, 

atau luka, atau merusak kesehatan: adalah setiap perbuatan 

yang berakibat timbulnya perasaan tidak enak atau 

penderitaan, atau menimbulkan rasa sakit bagi badan 

seseorang, atau menimbulkan luka pada diri seseorang, atau 

menimbulkan kesehatan seseorang terganggu. Hal ini jika 

dihubungkan dengan fakta hukum yang ada karena dengan 

penyabetan membuat luka sehingga menyebabkan perasaan 

tidak enak, atau rasa sakit, atau luka, atau merusak 

kesehatan. Dengan demikian tindak pidana yang dilakukan 

oleh Sdr. Desrizal sesuai dengan pasal 351 Ayat (1) 

KUHPidana. 

c. Tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. Desrizal berdasarkan unsur-

unsur tindak pidana yang disangkakan dan sekaligus 

menghubungkannya  dengan  fakta-fakta  yang  terungkap  sebagai  

berikut Pasal 212 KUHP memiliki unsur: 
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1) Unsur Barang siapa: adalah setiap orang/manusia sebagai 

subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang dapat 

dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. 

Bahwa dengan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan 

dengan fakta-fakta, dimana dalam perkara aquo ada 

Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana bernama 

Sdr. Desrizal dengan segala identitasnya, adalah merupakan 

subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban 

atas segala perbuatan. Dengan demikian unsur ini adalah 

terpenuhi. 

2) Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan: 

kekerasan berarti menggunakan kekuatan atau kekuasaan 

yang tidak sah. Ancaman dalam hal ini adalah suatu 

perbuatan yang menyatakan maksud atau niat atau rencana 

akan melakukan sesuatu kekerasan terhadap orang tersebut. 

Bahwa dengan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan 

dengan fakta, dimana Sdr. Desrizal telah menyabetkan /  

memukulkan ikat pinggangnya kepada saksi H.Sunarso, 

selaku Ketua Majelis Hakim yang sedang bersidang dan 

kepada saksi Duta Baskara, selaku Anggota Majelis Hakim 

yang sedang bersidang, yang berakibat saksi H.Sunarso 

mengalami luka di bagian kening sehingga memerah, dan 

Saksi Duta Baskara mengalami luka gores di  lengan kiri, 
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maka perbuatan Sdr. Desrizal tersebut jelas merupakan suatu 

perbuatan dengan kekerasan. Dengan demikian unsur ini 

adalah terpenuhi. 

3) Unsur melawan seorang pegawai negeri yang sedang 

menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut 

kewajiban undang-undang atau   atas   permintaan   pejabat   

memberi   pertolongan   kepadanya: Bahwa yang dimaksud 

dengan melawan dalam hal ini adalah menentang atau tidak 

menuruti atau tidak mengikuti. Melawan dalam hal ini 

adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menghalang-

halangi seorang pegawai negeri dalam mengambil suatu 

tindakan sesuai dengan tugasnya. Sedangkan yang dimaksud 

dengan pegawai negeri adalah mereka yang memenuhi   

syarat menurut ketentuan perundang-undangan, yang 

diangkat oleh pihak yang berwenang serta mereka yang 

digaji menurut ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 215 KUHP, menyatakan bahwa “yang disamakan 

dengan pegawai negeri tentang pasal 211-214 yaitu: 1. orang 

yang menurut peraturan perundang-undangan terus-menerus 

atau sementara diwajibkan menjalankan sesuatu pekerjaan 

umum; 2. pengurus, begitu juga pegawai dan pelayan yang 

bersumpah dari jawatan kereta api, dan jawatan trem untuk 
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lalu lintas umum, yang dijalankan dengan kekuatan uap atau 

kekuatan bergerak dengan memakai mesin.” 

Menurut Hakim Ketua Majelis H. Saifudin Zuhri keterangan ahli 

yang digunakan yaitu ahli hukum pidana. Tidak perlu mendatangkan 

ahli yang berkaitan dengan VER ataupun ahli dalam alat bukti 

elektronik, karena dari tindakan terdawak sudah sangat jelas hal yang 

dia lakukan merupakan tindakan penyabetan yang dilakukan di dalam 

ruangan sidang. 

Selanjutnya Ketua Majelis Hakim H. Saifudin Zuri mengatakan, 

“Penyelesaian suatu perkara dengan mendatangkan seorang saksi 

ahli sangatlah membantu untuk ranah persidangan di pengadilan, 

dengan keahlian tersebut ahli dapat memberikan kebenaran-

kebenaran yang sesuai dengan pengetahuannya, tetapi yang perlu 

diingat bahwa jika dalam suatu perkara pidana ada satu ataupun lima 

ahli yang memberikan keterangan. Keterangan ahli tidak 

mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, harus ada bukti 

lain yang mendukungnya”59. 

 

Alat bukti keterangan ahli tidak mempunnyai kekuatan pembuktian 

yang mengikat. Kekuatan pembuktian keterangan ahli sama dengan 

nilai kekuatan yang melekat pada alat bukti keterangan saksi, yaitu 

mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau vrijn bewijskracht. 

Seorang hakim memiliki kewenangan untuk bebas melakukan penilaian, 

namun penilaian hakim harus didasarkan atas landasan moril serta 

bertanggung jawab penuh demi tercapainya keadilan bagi masyarakat. 
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3. Keterangan Terdakwa 

Terdakwa Desrizal di persidangan telah memberikan keterangan, 

Terdakwa adalah sebagai Kuasa Hukum dari Tomy Winata selaku 

Penggugat dan mengenal saksi H. Sunarso sebagai Ketua Majelis 

Hakim, saksi Duta Baskara dan saksi  Mochammad  Djoenaidie  selaku  

Hakim Anggota sedangkan saksi Fachri Bani Hamid sebagai Panitera 

pengganti dalam sidang perkara perdata Nomor: 223/Pdt/G/2018/PN 

JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

Pada  hari  Kamis  tanggal  18  Juli  2019  sekitar  jam  15.30  Wib, 

Terdakwa sedang di meja dan duduk bersama dengan rekan Saksi di 

kursi Penggugat dalam Ruang Sidang R. Subekti II pada Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat itu bersama dengan Majelis Hakim yang 

diantaranya saksi H. Sunarso,  SH.  MH.  Dan saksi Duta Baskara, SH, 

MH dalam rangka menghadiri sidang dengan agenda sidang pembacaan 

putusan perkara Perdata No. 223/Pdt/G/2018/PN Jkt.Pst. 

Ketika Terdakwa sedang mendengar dan menyimak pertimbangan 

putusan perdata dari majelis hakim tersebut yang tidak sesuai dengan 

harapan Saksi karena sudah menyampaikan bukti dan dalil-dalilnya, 

kemudian sebagai bentuk kemarahan dan kekesalan terhadap 

pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim karena 

sangat bertolak belakang dengan bukti-bukti yang diajukan selama 

persidangan dan tanpa mempunyai tujuan apapun hanya sebatas 

ungkapan kekesalan pribadi, kemudian Terdakwa melepaskan ikat  
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pinggang yang dikenakannya dan ikat pinggang tersebut dilipat serta 

talinya digunakan Terdakwa untuk menyabet ke bagian kepala dari saksi 

H.Sunarso dan menyabet kembali ke bagian tangan dari saksi Duta 

Baskara, sebanyak 2 (dua) kali.  Terdakwa merasa tidak menyesal telah 

melakukan penganiayaan dan kejahatan terhadap Penguasa umum 

terhadap saksi H. Sunarso dan juga saksi Duta Baskara. 

Hal yang  paling  menjengkelkan  Terdakwa  adalah sikap Majelis 

Hakim yang mengabaikan bukti-bukti berupa 2 (dua) Putusan 

Pengadilan yang merupakan Produk dari Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat sendiri yaitu Putusan Nomor 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst  tanggal 

18 Agustus  2011 terkait gugatan yang diajukan oleh Bank Agris dan 

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No:  

26/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. Tanggal 8 Oktober 2013 terkait gugatan yang 

diajukan oleh Gaston Investment Limited, dalam kedua putusan  perkara  

tersebut  telah  berkekuatan  hukum  tetap  (Inkracht)  dan secara tegas 

membuktikan bahwa Fireworks Venture Limited bukanlah Kreditur 

Tunggal dari PT Geria Wijaya Prestige. Hal ini yang membuat 

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut. 

Bahwa pertimbangan  hukum  itu  bertentangan  dengan bukti-bukti 

yang diajukan Terdakwa, itu yang membuat Terdakwa tidak nyaman, 

menurut terdakwa nyamannya seperti harus sesuai dengan alat bukti,  

dan  keinginan Terdakwa  supaya  hakim  menerima  bukti-bukti  yang 

diajukan  oleh Terdakwa  seharusnya  menerima  gugatan  penggugat 
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tetapi malah menolak dalam pertimbangan putusan hakim tersebut. 

Kemudian setelah Terdakwa lepaskan ikat pinggang dan merapihkan 

hp yang dimasukkan ke dalam kantong celana milik terdakwa 

selanjutnya terdakwa memukulkan ikat pinggang tersebut dan yang 

mana perbuatan tersebut spontan terjadi. Dalam  rekaman  video  atas  

kejadian  tersebut kepada terdakwa pada 15.48 wib  terdakwa sudah  

menyabetkan  ikat pinggang tersebut, ini ada suatu terobsesi pembacaan 

putusan, yang mana putusan tersebutkan panjang sehingga pada saat 

pertimbangan yang mana pertimbangan tersebut adalah pengalihan 

piutang kepada BUPN, kemudian majelis hakim membuat lagi 

pertimbangan kesepakatan bersama menjadi penagihan, Terdakwa tidak 

mengerti dan putus asa sehingga membuat Terdakwa menjadi 

melakukan perbuatan tersebut, dari mulai 15.44.18 WIB mengambil 

sabuk, 15.45 WIB merapihkan handphone. 

Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali bermaksud untuk 

menyerang pengadilannya atau institusinya namun dikarenakan amar 

putusan yang tercantum dalam amar putusannya tidak sesuai dengan 

faktanya. Ada Tim Mahkamah Agung yang datang yaitu Badan 

Pengawasan Mahkamah Agung, bahwa benar-benar Terdakwa tidak 

bermaksud untuk menyerang institusi atau menyerang siapapun, akan 

tetapi Terdakwa hanya kesal dengan amar putusan yang tidak sesuai 

dengan fakta fakta yang ada. 
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Keterangan terdakwa dalam urutan kekuatan alat bukti pada posisi 

paling terakhir yang artinya paling lemah. Dalam hal kekuatan 

pembuktiannya Hakim tentu mencocokan setiap alat bukti yang lalu 

dihubungkan antara alat bukti satu dengan yang lainnya.  Menurut 

Hakim Ketua Majelis H. Saifudin Zuhri perbuatan yang dilakukan oleh 

terdakwa sangatlah tidak pantas untuk dilakukan karena dirinya 

berprofesi sebagai pengacara dan melakukan penyabetan dengan dalih 

karena tidak terima dengan hasil keputusan kasus yang dia dampingi. 

Tentu setiap keterangan terdakwa selalu dibuat merasa bahwa dirinya 

tidak bersalah seutuhnya, karena hal ini berkaitan dengan sifat dasar 

manusia. 

Selanjutnya Ketua Majelis Hakim H. Saifudin Zuri mengatakan, 

“Keterangan terdakwa yang diungkapkan oleh Terdakwa tidak 

berpusat pada perbuatan yang diperbuat melakukan tindak pidana 

Terdakwa selalu membahas tentang kasus yang dia tangani tidak 

sesuai dengan yang perkiran olehnya. Kemudian tentunya dia akan 

menyalahkan pihak lain mengapa dia melakukan tindakan tersebut.  

Bagaimanapun keterangan yang Terdakwa ungkapan meskipun 

mengakui perbuatannya dan tidak menyesal melakukan 

perbuatannya tidak bisa dinilai sebagai alat bukti yang sempurna”60. 

 

Dalam hal persidangan terdakwa memberikan pernyataan 

pengakuan sebagai pelaku dan yang bersalah melakukan tindak pidana 

yang didakwakan kepadanya, pengakuan itu tidak boleh dianggap dan 

dinilai sebagai alat bukti yang sempurna, menentukan dan mengikat. 

                                                           
60 Wawancara dengan Hakim Ketua Majelis H. Saifudin Zuhri perkara putusan No. 

1050/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst pada Jumat, tanggal 10 April 2020 di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat 
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CCTV adalah media yang dapat digunakan untuk membuat rekaman 

setiap informasi, Rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang 

sistemnya menggunakan Rekaman Video untuk menampilkan dan merekam 

gambar pada waktu dan tempat tertentu. File yang memuat rekeman video 

tersebut sangat memugkinkan termuatnya wajah dari para pelaku tindak 

kejahatan sehingga file ini dapat dijadikan sebagai bahan analisis secara 

detail dari kejadian kejahatan tersebut. 

Alat Bukti CCTV sebenarnya jelas memberikan fakta bahwa terdakwa 

benar-benar melakukan tindak pidana hal itu dibuktikan dengan adanya 

sebuah rekaman yang menampilkanya dari awal proses melakukan 

perbuatan tindak pidana hingga selesainya tindak pidana tersebut. 

Selanjutnya Ketua Majelis Hakim H. Saifudin Zuri mengatakan, 

“CCTV memang jelas menggambarkan sebuah kejadian tindak pidana, 

tetapi CCTV memiliki proses yang panjang untuk pembuktiannya, serta 

CCTV sah sebagai alat bukti jika diperuntukkan sesuai undang-undang  

dan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016. 

Lalu Hakim juga bebas untuk memilih  alat bukti yang ada  tentu ada 

alasannya seorang Hakim memilih alat bukti, jika CCTV yang saya 

pilih, tentu perlu pembuktian CCTV tersebut harus ada ahli digital 

forensik juga untuk membuktikan kebenarannya meskipun sebenarnya 
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sudah jelas terpampang perbuatan pidananya tetapi tetap harus 

dibuktikan61.” 

Maka hakim bebas menentukan alat bukti yang akan digunakan asalnya 

memang alat bukti yang digunakan sudah cukup untuk perbuatan pidana 

serta memperkuat keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan pidana. 

Barang Bukti  

Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang 

bukti sebagai berikut: 

1. 1 (satu) buah Flasdisk berisikan hasil Rekaman CCTV 

2. 1 (satu) buah  Kartu  Tanda Pengenal Advokat No: 99.10212  

atas nama  Desrizal, SH; 

3. 1 (satu) buah ikat pinggang. 

Putusan Pengadilan  

1. Dasar Pertimbangan Hakim  

Berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan Jaksa 

Penuntut Umum dapat dibuktikan sebagaimana dinyatakan 

dalam tuntutannya, maka Majelis Hakim dalam musyawarahnya 

mempertimbangkan sebagai berikut: 

Perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan 

terhadap Saksi H. Sunarso dan Saksi Duta Baskara tersebut, 

telah mengakibatkan Saksi H. Sunarso mengalami luka di bagian 

                                                           
61 Wawancara dengan Hakim Ketua Majelis H. Saifudin Zuhri perkara putusan No. 

1050/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst pada Jumat, tanggal 10 April 2020 di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat 
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dahi sebelah kiri ukuran 4 x 2 cm akibat kekerasan benda 

tumpul, sesuai dengan surat hasil Visum Et Repertum dokter RS. 

Hermina Kemayoran tanggal 19 Juli 2019, yang ditandatangani 

oleh dr. Chairul, sedangkan Saksi Duta Baskara mengalami luka 

memar di lengan sebelah kiri ukuran 1 x 1,5cm akibat kekerasan 

kekerasan benda tumpul sebagaimana surat hasil Visum Et 

Repertum dokter RS. Hermina Kemayoran tanggal 19 Juli 

2019, yang ditandatangani oleh dr. Chairul. 

Perbuatan Terdakwa yang telah memukul kepala Saksi H. 

Sunarso dan memukul mengenai tangan kiri Saksi Duta Baskara 

dengan  menggunakan  ikat  pinggang  yang dipegang dengan 

tangan kanan, adalah termasuk dalam pengertian perbuatan 

kekerasan oleh karena pemukulan tersebut dilakukan oleh 

Terdakwa dengan sengaja, dan pemukulan itu menimbulkan 

penderitaan fisik pada Saksi H. Sunarso dan Saksi Duta Baskara, 

hal mana sesuai dengan keterangan Saksi H. Sunarso, yang 

mengalami luka pada bagian dahi sebelah kiri, dan sesuai dengan 

keterangan Saksi Duta Baskara yang mengalami luka memar 

pada lengan sebelah kiri, serta dikuatkan dengan Visum Et 

Repertum dokter RS. Hermina Kemayoran tanggal 19 Juli 

2019, yang ditandatangani oleh dr. Chairul. 

Terdakwa yang telah memukul kepala Saksi H. Sunarso dan 

memukul mengenai tangan kiri Saksi Duta Baskara telah 
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merugikan Saksi H. Sunarso dan Saksi  Duta Baskara oleh 

karena akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah memukul 

kedua Saksi tersebut, telah mengakibatkan keduanya     

menderita luka, meskipun lukanya termasuk dalam kategori luka 

ringan. 

Saksi H.  Sunarso dan Saksi Duta Baskara keduanya adalah 

Pegawai Negeri dalam kedudukan fungsionalnya sebagai 

Hakim pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat, yang pada saat 

kejadian pemukulan sedang menjalankan fungsi jabatannya, 

menyidangkan perkara perdata Nomor  223/Pdt/G/ 

2018/PN.Jkt.Pst., dengan agenda sidang pembacaan putusan, 

sehingga dengan demikian pada saat tejadinya pemukulan kedua 

saksi korban tersebut sedang melakukan pekerjaannya yang sah, 

yaitu sebagai Hakim yang menyidangkan perkara perdata 

Nomor 223/Pdt/G/ 2018/PN.Jkt.Pst. 

Dengan alasan karena pertimbangan hukum yang dibacakan 

tidak sesuai dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh 

Terdakwa dan rekan, maka Terdakwa menjadi putus asa, 

sehingga melakukan pemukulan terhadap Saksi H. Sunarso dan 

Saksi Duta Baskara terdakwa yang telah memukul Saksi H. 

Sunarso dan Saksi Duta Baskara adalah termasuk perbuatan 

yang melawan seseorang Pegawai Negeri yang sedang 

melakukan pekerjaannya yang sah, oleh karena sesuai dengan 
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latar belakang Terdakwa melakukan pemukukan terhadap kedua 

orang Saksi tersebut. 

Bahwa sikap Terdakwa dalam menilai pertimbangan hukum 

yang kemudian melakukan pemukulan terhadap Saksi H. 

Sunarso dan Saksi Duta Baskara menurut Majelis adalah 

termasuk dalam pengertian melawan seseorang   Pegawai Negeri 

yang sedang melakukan pekerjaannya yang sah, oleh karena 

sikap dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa 

tersebut adalah termasuk perbuatan yang menentang, 

menyanggah atau tidak setuju kepada apa yang dipertimbangkan 

oleh Saksi H. Sunarso dan Saksi Duta Baskara selaku Majelis 

yang menyidangkan. 

Sebagai seorang Advokat, yang pada saat kejadian sedang 

mendengarkan pembacaan pertimbangan isi putusan, Terdakwa 

mengetahui dan memahami, jika tidak setuju atau tidak terima 

terhadap pertimbangan putusan yang dibacakan oleh Majelis 

Hakim tersebut, maka setelah selesai pembacaan putusan 

Terdakwa selaku Kuasa Hukum Pihak Penggugat, dapat 

menempuh upaya hukum, dengan mengajukan banding ke 

Pengadilan Tinggi. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dari alternatif 

pilihan yang ada pada unsur ini, maka Terdakwa telah terbukti 

melakukan perbuatan “Dengan kekerasan melawan kepada 
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seorang Pegawai Negeri yang sedang melakukan pekerjaannya 

yang sah”, sehingga dengan demikian “Unsur Dengan kekerasan 

atau ancaman kekerasan melawan kepada seorang Pegawai  

Negeri yang  melakukan  pekerjaannya  yang  sah,  atau melawan 

kepada orang yang waktu membantu Pegawai Negeri itu karena 

kewajibannya menurut undang-undang, atau karena permintaan  

Pegawai Negeri itu” telah terpenuhi pada diri dan perbuatan 

Terdakwa, demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tersebut di atas, maka semua unsur  Dakwaan Kedua Pasal 212 

KUHPidana telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa. 

Selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim 

tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan 

pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar 

dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus 

mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

Dalam materi pembelaannya, setelah menguraikan tentang   

duduk persoalan dalam perkara perdata Nomor 

223/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, selanjutnya Penasehat Hukum 

Terdakwa berpendapat bahwa Dakwaan Kesatu Pasal 351 (1) 

KUHPidana dan Dakwaan Kedua Pasal 212 KUHPidana, 

menurut Penasehat Hukum Terdakwa unsur-unsurnya tidak 

terpenuhi secara sempurna, dengan alasan perbuatan Terdakwa 

tidaklah mengakibatkan saksi korban tidak dapat melanjutkan 
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tugas dan pekerjaannya sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 

351 ayat (1) KUHPidana, dan juga bukanlah sebagai perbuatan 

yang melawan ataupun memaksa pejabat yang sedang 

menjalankan tugas menurut Pasal 212 KUHPidana. 

Menanggapi materi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa 

tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis 

Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur Dakwaan Kedua Pasal 

212 KUHPidana, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak 

pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Pasal 212 

KUHPidana dengan kualifikasi “Dengan kekerasan melawan 

kepada seorang Pegawai Negeri yang sedang melakukan 

pekerjaannya yang sah”, sehingga oleh karenanya Majelis tidak 

sependapat dengan materi pembelaan Penasehat Hukum 

Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa 

bukanlah sebagai perbuatan yang melawan ataupun memaksa 

pejabat yang sedang menjalankan tugas menurut Pasal 212 

KUHPidana, dan oleh karenanya pendapat Penasehat Hukum 

Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan. 

B. Prosedur Penggunaan Alat Bukti 

1. Prosedur Penggunaan Alat Bukti Keterangan Saksi 

a. Pemanggilan terhadap saksi 

Keterangan saksi adalah alat bukti yang memiliki kedudukan 

pertama di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
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(KUHAP), pada dasarnya tidak ada suatu perkara yang tidak lepas 

dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Menurut Yahya 

Harahap bahwa hampir semua pembuktian perkara pidana selalu 

bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-

kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain masih 

selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. 

Pengecualian seseorang menjadi saksi tercantum pada Pasal 186 

KUHAP yaitu: 

1) Keluarga sedarah atau semenda 

2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai 

terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak yang mempunyai 

hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara 

terdakwa sampai derajat ketiga 

3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai 

2. Saksi Tidak Mau Hadir di Persidangan 

Menjadi saksi adalah kewajiban bagi setiap orang untuk 

keperluan hukum. Orang yang dijadikan saksi setelah mendapat 

panggilan untuk mengikuti sidang untuk memberikan suatu 

keterangan, jika orang tersebut menolak dan tidak memenuhi 

kewajiban dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-

undang yang berlaku (penjelasan 159 ayat (2) KUHAP). 

3. Tata Cara Memeriksa Saksi 
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a. Mencegah terjadi kontak atau saksi berhubungan dengan pihak 

yang lain sebelum memberikan suatu keterangan di dalam 

persidangan (Pasal 159 ayat (1) KUHAP). “Ketentuan ini 

bermaksud agar saksi tidak saling mempengaruhi dan adanya 

persesuaian di dalam memberikan penjelasan pada 

persidangan”. 

b. Saksi dipanggil ke dalam ruangan sidang satu per satu sesuai 

dengan urutan yang ditentukan oleh hakim ketua sidang, proses 

pertama yaitu pada saksi korban (Pasal 160 ayat (1) butir a 

KUHAP). 

c. Hakim ketua akan meminta identitas dari para saksi yaitu berupa 

nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, agama, jenis 

kelamin, tempat tinggal, kebangsaan, dan pekerjaan (Pasal 160 

ayat (2) KUHAP). 

d. Dalam proses pemeriksaan hakim ketua akan menanyakan 

apakah saksi kenal dengan terdakwa atau para pihak sebelum 

atau sesudah adanya perbuatan yang didakwakan serta apakah 

merupakan keluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat 

keberapa dengan terdakwa (Pasal 160 ayat (2) KUHAP). 

Selanjutnya Ketua Majelis Hakim H. Saifudin Zuri mengatakan, 

“Prosedur penggunaan alat bukti pada kasus ini yang saya lakukan 

semuanya saya dasarkan pada KUHAP, kemudian saya juga 

memeriksa saksi satu persatu tidak langsung semua saksi duduk 
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bersama karena kasus ini pada waktu itu disorot oleh berbagai 

pihak62.” 

Pada umumnya yang sering terjadi mengenai alat bukti keterangan 

saksi merupakan alat bukti yang paling diutamakan dalam perkara 

pidana. Sepanjang sejarah yang terjadi tidak pernah ada perkara pidana 

yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi.  Jadi alat bukti 

keterangan saksi sangatlah dibutuhkan, maka dari itu untuk menjadi 

seorang saksi harus memenuhi syarat materiil dan formil. 

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor  8 Tahun 

1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang 

dimaksud dengan saksi adalah: 

“Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 

penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana 

yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.” 

Dasar yang menjadikan mengenai pembahasan alat bukti terutama 

pembuktian saksi terdapat dalam Pasal 185 ayat 1 sampai 7 KUHAP. 

Keterangan saksi yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP adalah saksi 

sebagai alat bukti yang dihadirkan dalam sidang pengadilan agar hakim 

dapat menilai keterangan-keterangan saksi, yang ditinjau dari sudut 

dapat atau tidak dipercaya, berdasarkan tinjauan terhadap pribadi, 

gerak-geriknya dan yang lain-lain. 

                                                           
62 Wawancara dengan Hakim Ketua Majelis H. Saifudin Zuhri perkara putusan No. 

1050/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst pada Jumat, tanggal 10 April 2020 di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat 
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Saksi yang dipanggil dalam persidangan akan disumpah sehingga 

memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan nantinya dapat dijadikann 

pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pidana.  Disebutkan 

dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP bahwa saksi wajib untuk disumpah 

setiap akan dimintai keterangan di persidangan sesuai dengan agama 

yang dianut. 

Berkaitan dengan pengucapan lafal sumpah atau yang diucapkan 

berisi bahwa saksi  akan memberikan  keterangan yang sebenarnya yang 

dilakukan sebelum saksi memberikan keterangannya dalam persidangan 

dan jika dalam keadaan perlu oleh hakim pengadilan sumpah atau 

janji ini dapat diucapkan sesudah saksi memberikan keterangannya 

sesuai dengan Pasal 160 ayat (4), jika saksi yang dihadirkan tidak 

disumpah karena permintaan sendiri atau pihak yang lain tidak bersedia 

saksi untuk disumpah karena saksi ditakutkan akan berpihak pada salah 

satu pihak, maka keterangan dari saksi tersebut tetap digunakan, akan 

tetapi sifatnya hanya digunakan sebagai tambahan alat bukti sah  yang 

lain. Selain itu saksi yang karena jabatannya tidak dapat menjadi saksi 

akan tetapi mereka tetap bersedia menjadi saksi maka dapat diperiksa 

oleh hakim akan tetapi tidak disumpah karena itu merupakan 

perkecualian relatif karena menyimpan rahasia jabatan. Saksi yang 

dihadirkan diharapkan sudah dewasa sehingga keterangannya bisa 

dipertanggungjawabkan. 
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Dalam panggilan menjadi saksi ada resiko hukum yang harus 

dijalankan, yaitu jika saksi menolak untuk mengucapkan sumpah untuk 

diminta keterangannya dalam pengadilan tanpa suatu alasan yang sah 

maka saksi tersebut dapat dikenakan sandera yang didasarkan penetapan 

hakim ketua sidang, paling lama penyanderaan adalah empat belas hari 

(Pasal 161 KUHAP). 

Dalam Pasal 171 KUHAP diatur mengenai saksi yang tidak 

disumpah yaitu: 

a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan 

belum pernah kawin; 

b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun 

pengingatannya baik kembali. 

2. Prosedur Penggunaan Saksi Keterangan Ahli 

Kekuatan alat bukti Keterangan Ahli tidak mempunyai nilai 

kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan 

demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya 

dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti 

keterangan saksi. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian yang 

melekat pada alat bukti keterangan ahli: 

a. Nilai kekuatan pembuktiannya bersifat ‘bebas’ atau 

‘vrijbewijskracht’ 
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b. Alat bukti yang berupa Keterangan ahli tidak bisa jika berdiri 

sendiri, tidak cukup dan tidak bisa digunakan untuk 

membuktikan kesalahan terdakwa. 

Selanjutnya Ketua Majelis Hakim H. Saifudin Zuri mengatakan, 

“Keterangan ahli dalam kasus ini yaitu ahli hukum pidana yang 

dimana menjelaskan mengenai hal pidana apa yang di perbuatan 

oleh Terdakwa, lalu untuk hal proses prosedurnya juga sesuai 

dengan KUHAP dari mulai sumpah juga dilakukan dan tidak ada hal 

yang tidak sesuai dengan KUHAP63.” 

Dalam Pasal 160 ayat (4) KUHAP diatur mengenai sumpah seorang 

ahli yaitu “Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli 

wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai 

memberi keterangan.” Ahli memiliki resiko yang sama sesuai dengan 

alat bukti keterangan saksi yaitu berkaitan dengan menolak untuk 

bersumpah yaitu berupa sandera ini sesuai dengan Pasal 161 KUHAP. 

Saksi Ahli pada Pasal 179 ayat (2) KUHAP diatur mengenai 

keterangan yang diberikan yaitu “Semua ketentuan tersebut di atas 

untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, 

dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan 

memberika keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya 

menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.” 
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Hakim Ketua Majelis dalam menjernihkan duduk persoalan dalam 

kasus pidana, Hakim Ketua Majelis dapat meminta keterangan ahli 

untuk memberikan keterangannya sesuai keahliannya, ini sesuai juga 

dengan Pasal 180 ayat (1) KUHAP. Untuk prosedur alat buktinya semua 

nya hampir mirip dengan prosedur pemeriksaan keterangan saksi. 

3. Prosedur Penggunaan Alat Bukti Keterangan Terdakwa 

Posisi keterangan terdakwa dalam alat bukti memiliki alasan yang 

dipergunakan dalam pemeriksaan itu dilakukan belakangan sesudah 

pemeriksaan keterangan saksi. Kekuatan keterangan terdakwa tidak 

menjadi serta merta kekuatan pembuktian yang sempurna meskipun 

terdakwa telah mengakui kesalahannya. 

Selanjutnya Ketua Majelis Hakim H. Saifudin Zuri mengatakan, 

“Proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan terakhir 

setelah keterangan saksi mulai dari saksi korban yang pertama 

hingga keterangan ahli, pada intinya untuk prosedur keterangan 

terdakwa juga sama, hanya saja yang dilakukan Terdakwa pada saat 

memeriksanya Terdakwa tidak merasa menyesal melakukan 

perbuatannya64.” 

  Nilai kekuatan keterangan terdakwa adalah sebagai berikut: 

a. Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas Hakim tidak 

terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti 
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keterangan terdakwa. Majelis hakim bebas menilai kebenaran 

yang terkandung di dalamnya. Hakim dapat menerima atau 

menyingkirkannya sebagai alat bukti dengan jalan 

mengemukakan alasan-alasannya. 

b. Harus memenuhi batas minimum pembuktian, ketentuan ini 

jelas mengharuskan untuk menggabungkan alat bukti keterangan 

terdakwa dengan sekurang-kurangnya satu lagi alat bukti yang 

lain, baru mempunyai nilai pembuktian yang cukup, sesuai 

dengan Pasal 183 KUHAP. 

c. Harus memenuhi asas keyakinan hakim, sekalipun kesalah 

terdakwa adalah terbukti sesuai dengan asas batas minimum 

pembuktian, masih harus lagi dibarengi dengan keyakinan 

hakim sebagaimana sistem pembuktian yang dianut yaitu 

pembuktian menurut undang-undang secara negatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


